Kebijakan Sistem Moneter Islam dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
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Abstract
The monetary system in Islamic economics plays a crucial role in supporting economic stability and social justice. Islamic monetary policy is designed to balance economic growth with fair wealth distribution, avoiding practices involving riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This study examines key concepts in Islamic monetary policy, such as value-based currency management, zakat as a wealth redistribution instrument, and the role of Islamic financial institutions in economic development. The research also explores the contribution of the Islamic monetary system to economic development through financial stability, financial inclusion, and the reduction of social inequality. Based on theoretical and empirical analysis, the study concludes that consistent implementation of Islamic monetary policies can promote sustainable economic growth while fostering a more equitable and prosperous society.
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1. Pendahuluan.
Kebijakan moneter adalah salah satu alat utama dalam mengatur ekonomi suatu negara, bertanggung jawab atas pengelolaan suplai uang, suku bunga, dan kegiatan perbankan. Secara umum, bank sentral mengembangkan kebijakan moneter dengan tujuan spesifik, seperti mengontrol tingkat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Fokus utama dari kebijakan moneter adalah pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga, yang berdampak langsung pada keputusan investasi, konsumsi, dan tabungan di dalam perekonomian. Kebijakan moneter menggunakan sejumlah instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Salah satu instrumen utama adalah perubahan biaya pinjaman acuan, yang dapat digunakan oleh bank nasional untuk mengelola pergerakan keuangan. Menurunkan suku bunga dapat merangsang pinjaman dan investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih rendah, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, menaikkan suku bunga dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran dan memperlambat pertumbuhan ekonomi guna mencegah overheating. 
Operasi pasar terbuka, dimana bank sentral membeli atau menjual sekuritas pemerintah, adalah alat lain yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan suku bunga jangka pendek dan mengatur likuiditas pasar. Alat lain yang digunakan bank sentral untuk mempengaruhi likuiditas pasar dan ketersediaan kredit adalah penetapan giro wajib minimum untuk bank-bank komersial. Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang seimbang dan berjangka panjang. Terutama, dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan moneter harus mempertimbangkan tidak hanya faktor-faktor ekonomi makro, tetapi juga nilai-nilai etika, distribusi pendapatan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. (Safitri, Faqih, and Madura 2024).
Pemerintah menerapkan sebuah ketentuan atau kebijakan yang berencana untuk mengendalikan kestabilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dalam negeri guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat di setiap negara yang baru terpilih. Pendirian bank sentral, khususnya melalui depresiasi mata uang dan suku bunga, serta implementasi rencana tersebut, merupakan aspek dari kebangkitan kembali program pembangunan moneter otoritas. Dalam perekonomian, mata uang sangat penting, dan diharapkan hal ini akan memungkinkan fokus pada stabilitas harga dan peningkatan output.
Tujuan dari kebijakan moneter Islam, yang merupakan komponen dari bentuk ekonomi syariah, adalah mempromosikan keseimbangan dan kemakmuran. Maqashid Syariah menjunjung tinggi keseimbangan (Iqamah al 'Adl), dengan memberikan keadilan pada segala kawasan kehidupan manusia, serta memperoleh kemaslahatan (Jalb al Maslahah), yaitu memperoleh kemaslahatan umum, tidak kemaslahatan tertentu bagi pemerintah yang bersangkutan. Dalam situasi ini, kebijakan moneter menjadi faktor krusial dalam ketidakstabilan sistem ekonomi makro. Perekonomian yang stabil akan dicapai melalui kebijakan moneter yang sehat melalui mekanisme yang secara efektif mentransmisikan informasi tentang harga dan output, untuk gilirannya memiliki faktor pengganda pada bagian yang berbeda seperti biaya pekerja. Demikian pula, bentuk moneter yang tidak stabil bisa memperparah persoalan inflasi. (Marasabessy 2022).
Ada baiknya kita mengetahui secara garis besar tentang tujuan kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, tujuan kebijakan ekonomi yang paling mendasar dan fundamental adalah untuk menegakkan Islam di setiap aspek kehidupan masyarakat di dalam Negara dan menyebarkan syi’ar Islam di dunia serta mempertahankan Negara dan rakyat dari serangan musuh. Kedua, membantu tercapainya tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berperan penting dalam tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat serta mewujudkan kewajiban Negara yang diantaranya yaitu: Pertama, menjamin kesejahteraan ekonomi kepada rakyat baik berupa penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi setiap individu yang berupa sandana, pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan. Kedua, melaksanakan disiplin dan administrasi yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi Negara termasuk mengintensifkan peran lembaga Hisbah di dalam ekonomi. Ketiga, sebagai akibat dari tujuan kebijakan ekonomi yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. (Mansur 2013).
Kebijakan Moneter Islam mendasarkan pendekatannya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam ajaran Al-Quran dan Hadis. Salah satu poin sentral dalam kebijakan ini adalah larangan terhadap praktik riba atau bunga. Dalam konteks kebijakan moneter, hal ini mengarah pada penghindaran instrumen keuangan yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga, dengan dorongan untuk mengembangkan alternatif seperti prinsip bagi hasil atau sewa (Hiya, 2022).
Prinsip lainnya adalah pemeliharaan stabilitas nilai mata uang agar tidak terjadi fluktuasi yang merugikan masyarakat, serta upaya mendorong distribusi keadilan dalam kebijakan moneter dengan memberikan perhatian pada kelompok rentan dan mengurangi kesenjangan sosial (Anggraini & Putri, 2020). Pendekatan tersebut menekankan investasi produktif dan sektor riil ekonomi daripada spekulasi, serta mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan yang diambil. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan moneter Islam dapat bervariasi sesuai dengan konteks negara, namun prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan untuk menciptakan kerangka kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang dijunjung tinggi (Hakim, 2016). (Alwaris and Hasan 2023).
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development) merupakan konsep yang dibangun atas dua landasan penting yaitu Pembangunan (Development) dan Berkelanjutan (Sustainable). Beberapa ahli ekonomi termasuk neoklasik mengatakan bahwa kedua konsep itu sejajar, tidak ada pembangunan jika tidak ada keberkelanjutannya dan tidak ada sesuatu yang berkelanjutan tanpa adanya pembangunan. Development merupakan proses peningkatan atau perbaikan baik secara kualitatif maupun kuantitatit atau keduanya dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pembaharuan terhadap satu aspek saja seperti sosial, politik atau ekonomi, tetapi sebaliknya ini merupakan istilah yang diadopsi guna transformasi di berbagai bidang secara bersama dari kondisi yang ada sekarang mengarah kepada kondisi yang diinginkan (yang lebih baik). (Yunita and Astuti 2024)
kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi syariah, memiliki implikasi yang sangat penting dan kompleks. Kebijakan moneter, yang mencakup pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan manajemen likuiditas, memegang peran krusial dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah Aminah Putri dkk pada tahun 2022, strategi terkait uang dan pengaruhnya terhadap peningkatan keuangan dalam survei Islam yang mengungkap bahwa pengaturan terkait uang adalah media atau tahap yang digunakan oleh bank nasional suatu negara untuk memiliki pilihan untuk mengawasi faktor-faktor Pengaturan keuangan berpusat pada pengendalian komponen moneter yang berbeda dari suatu negara, termasuk biaya pinjaman dan nilai uangnya. Stabilitas nilai mata uang adalah tujuannya, terlepas dari apakah itu dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Mencapai pemerataan yang ideal, memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan tingkat pengangguran, mendorong ekspansi ekonomi yang sebenarnya, dan memastikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan adalah beberapa tujuan yang terkait dengan stabilitas nilai tukar. Ini adalah contoh-contoh tujuan yang harus dicapai agar sebuah negara dapat mengeksplorasi masa depannya dengan sukses (Latifah, 2015). Serta yang dilakukan oleh Milla Naeruz pada tahun 2021 mengenai perkembangan perbankan syariah terhadap UMKM melalui kebijakan moneter menjelaskan bahwasannya Kebijakan moneter mengacu pada strategi yang diambil oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia, dengan tujuan menjaga dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dipertukarkan. Hal ini dicapai melalui langkah-langkah seperti mengatur volume uang yang beredar dan menetapkan tingkat suku bunga. Tindakan kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan jumlah uang beredar atau mengubah suku bunga yang berlaku, sehingga menjamin stabilitas perekonomian. (Safitri et al. 2024)
2. Kerangka Teori.
Kebijakan Moneter merupakan strategi yang menyesuaikan kondisi ekonomi makro agar bisa berguna sebagaimana mestinya dengan mengatur jumlah uang yang tersedia untuk diperdagangkan. Sasaran dari strategi tersebut di atas adalah untuk mencapai stabilitas harga dan inflasi serta meningkatkan keseimbangan output. Sebagian besar lingkungan perekonomian kapitalis terpaut dengan sistem bunga, menyebabkan lingkungan uang tumbuh sangat cepat daripada ekonomi riil. Karena sektor keuangan menghasilkan pendapatan lebih cepat dari sektor riil. (Alwaris and Hasan 2023).
Pendapat lain juga menekankan bahwa metode perubahan peredaran mata uang suatu negara adalah praktik penciptaan uang. Bank sentral suatu negara biasanya menggunakan uang partai. Menurut kepercayaan populer, alat bank sentral yang dikenal sebagai "kebijakan moneter" dipergunakan untuk mengendalikan berbagai bagian keuangan, termasuk suku bunga dan nilai tukar. (Alwaris and Hasan 2023).
Kebijakan moneter adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan instrumen keuangan yang digunakan oleh bank sentral atau lembaga keuangan lainnya untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Contohnya adalah sejumlah uang dan/atau bunga. Kebijakan moneter merupakan inisiatif pemerintah demi memperkuat kondisi ekonomi dengan menetapkan tingkat cadangan devisa. Uang primer (M0), uang sempit (M1) dan uang luas (M2) terdiri dari satuan moneter (M2). (Mansur 2013)(Alwaris and Hasan 2023).
Pada bentuk moneter konvensional, instrumen yang ditunjuk sebagai instrumen otoritas moneter adalah bunga yang digunakan untuk mendistribusikan uang kepada masyarakat. Di sisi lain, Islam melarang penggunaan alat musik bunga di tempat umum. Penekanan Islam pada hal-hal yang berkait   , an dengan uang lebih menonjol dalam kajian ekonomi yang lebih luas. Akibatnya, regulator harus memastikan bahwa bisnis dan produk yang ditawarkan saat ini mampu memaksimalkan potensi investasi masyarakat. Mengingat hal ini, waktu yang dibutuhkan siapa pun dengan mata uang untuk mentransfer uang mungkin akan singkat, dengan waktu yang jelas memengaruhi kecepatan. Dengan kata lain, laju pembangunan ekonomi akan dipercepat dengan memberikan regulasi seperti izin usaha, produk syariah, dan layanan terkait lainnya kepada masyarakat. (Alwaris and Hasan 2023).
2 .1  Larangan Riba
Dampak ekonomi dari riba berkaitan dengan praktik kecurangan dalam bisnis yang menghasilkan kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kriminalitas. Praktik riba mendorong pertumbuhan ketimpangan ekonomi yang memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin, serta menghambat mobilitas sosial. Individu dan kelompok yang terjebak dalam perangkap riba seringkali sulit untuk mengatasi kemiskinan dan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke modal dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Budiantoro, Sasmita, and Widiastuti 2018). 
Penghapusan riba secara luas dapat diartikan sebagai pemberantasan seluruh kegiatan dan aktivitas ekonomi yang mengarah pada penindasan atau ketidakadilan. Penting untuk dicatat bahwa riba tidak boleh dibatasi hanya pada bunga bank, karena ia dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk dalam sistem ekonomi yang menindas, eksploitatif, dan merugikan. Sistem ini dapat dicirikan oleh kecenderungan hegemonik, kapitalistik, neo-liberalistik, dan imperialistik. Oleh karena itu, ekspansi perniagaan syariah ke depan harus dilaksanakan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas usaha mengembangkan bank syariah (Rahayu et al. 2021). (Afifah 2023).
2 .2  Instrumen Fiskal Islam
Indonesia sebagai sentral keuangan inklusif Islam global adalah strategi jitu untuk akselerasi pengembangan keuangan Syariah terutama pada sektor zakat dan wakaf. Strategi utama yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengembangan zakat dan wakaf atau dana-dana sosial Islam secara umum, karena sampai saat ini belum ada lembaga atau negara yang menjadi pusat pengembangan ZISWAF, yang merupakan inti dari keuangan inklusif Islami (Lubis & Latifah, 2019).
Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Amirullah, 2020). (Anjelina, Salsabila, and Fitriyanti 2020).
2 .3  Investasi Berbasis Etika dan Keuangan Sosial
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang juga dikenal dengan nama Sukuk Negara, kian hari kian menunjukkan perannya dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Berbagai pembangunan di penjuru Indonesia dibiayai oleh Sukuk Negara. Dalam beberapa tahun terakhir saja, Sukuk Negara dipakai antara lain untuk membangun Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin, Fasilitas Perkeretaapian Bekasi-Cikarang, Laboratorium Terpadu Universitas Pattimura di Maluku, serta Pelabuhan Penyeberangan Siompu di Sulawesi Tenggara. (Reni Saptati D.I. n.d.).
Masih banyak proyek pemerintah lainnya yang dibiayai pembangunannya oleh Sukuk Negara. Sejak awal diterbitkan, Sukuk Negara memang ditujukan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan nasional. Instrumen investasi ini menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. (Reni Saptati D.I. n.d.).
Tujuan lain penerbitan Sukuk Negara adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Dengan penyediaan instrumen sukuk, minat investor terhadap instrumen keuangan syariah semakin meningkat. Sukuk Negara juga menjadi instrumen investasi yang menarik investor global. Dampaknya, kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia semakin naik. (Reni Saptati D.I. n.d.).
2 .4  Hubungan Antara Kebijakan Moneter Islam dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Peran prinsip syariah dalam kebijakan moneter adalah krusial dalam mengatur sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan spekulasi menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan moneter. Misalnya, larangan riba mendorong otoritas moneter untuk mencari alternatif dalam menetapkan suku bunga yang adil dan berkelanjutan, yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.(I. A. Putri & Nasution, 2022).
Peran prinsip syariah dalam kebijakan moneter adalah kunci untuk membentuk ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sambil menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Kebijakan moneter Islam merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terinspirasi oleh ajaran Al-Quran dan Hadis. Di antara poin-poin sentralnya adalah larangan terhadap praktik riba atau bunga. Dalam kerangka kebijakan moneter, prinsip- prinsip syariah mendorong peningkatan cadangan devisa, pembatasan pengeluaran investasi, dan pengaturan jumlah uang beredar untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pembangunan ekonomi yang merata. (Ningrum et al. 2024).
Dengan mendasarkan kebijakan moneter pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan sistem keuangan dapat beroperasi dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini menempatkan penekanan yang kuat pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, yang merupakan elemen-elemen kunci dalam membangun ekonomi yang sehat dan berdaya tahan. (Ningrum et al. 2024).
Ada dua definisi tentang pembangunan berkelanjutan; yaitu pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat (strong definition) dan berkelanjutan dalam arti lunak (weak definition), Berkelanjutan dalam arti kuat atau keras menghendaki agar nilai semua modal pembangunan; yaitu nilai modal manusia (human capital) ditambah nilai ekosistem sebagai modal alami (natural capital) ditambah lagi dengan modal buatan manusia (human made capital) tetap atau tidak mengalami penurunan. Sedangkan dalam arti lunak pembangunan berkelanjutan memungkinkan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan; utamanya nilai modal alami kalau berkurang dapat diimbangi dengan peningkatan nilai modal manusia dan modal buatan manusia. Sebagai contoh seandainya terjadi penurunan jumlah modal alami seperti minyak bumi dan batu bara yang selalu dieksploitasi atau diambil dari bumi kita, maka dikehendaki agar nilai modal manusia dan/atau nilai modal buatan manusia meningkat yang dibiayai dengan memanfatkan modal alami yang diambil dari alam di daerah yang bersangkutan. Para ekonom lebih dapat menerima definisi pembangunan berkelanjutan dalam arti lunak atau lemah. (Suparmoko 2020).	
2 .4 
2 .5  Peran Kebijakan Moneter Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Peran kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi syariah, memiliki implikasi yang sangat penting dan kompleks. Kebijakan moneter, yang mencakup pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan manajemen likuiditas, memegang peran krusial dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah Aminah Putri dkk pada tahun 2022, strategi terkait uang danpengaruhnya terhadap peningkatan keuangan dalam survei Islam yang mengungkapbahwa pengaturan terkait uang adalah media atau tahap yang digunakan oleh banknasional suatu negara untuk memiliki pilihan untuk mengawasi faktor-faktor Pengaturan keuangan berpusat pada pengendalian komponen moneter yang berbeda dari suatu negara, termasuk biaya pinjaman dan nilai uangnya. Stabilitas nilai mata uang adalahtujuannya, terlepas dari apakah itu dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Mencapai pemerataan yang ideal, memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan tingka tpengangguran, mendorong ekspansi ekonomi yang sebenarnya, dan memastikanstabilitas ekonomi secara keseluruhan adalah beberapa tujuan yang terkait denganstabilitas nilai tukar. Ini adalah contoh-contoh tujuan yang harus dicapai agar sebuahnegara dapat mengeksplorasi masa depannya dengan sukses (Latifah, 2015). Sertapenelitian yang dilakukan oleh Milla Naeruz pada tahun 2021 mengenai perkembanganperbankan syariah terhadap UMKM melalui kebijakan moneter menjelaskanbahwasannya Kebijakan moneter mengacu pada strategi yang diambil oleh bank sentral,seperti Bank Indonesia, dengan tujuan menjaga dan mencapai stabilitas nilai mata uangyang dapat dipertukarkan. Hal ini dicapai melalui langkah-langkah seperti mengatur volume uang yang beredar dan menetapkan tingkat suku bunga. Tindakan kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan jumlah uang beredar atau mengubah suku bunga yang berlaku, sehingga menjamin stabilitas perekonomian. (Safitri, Faqih, and Madura 2024).
Dalam ekonomi syariah, kebijakan moneter juga harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menentang riba dan mendorong distribusi pendapatan yang lebihadil. Adanya kebijakan moneter berkontribusi dalam menciptakan lingkunganmakroekonomi yang stabil, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yangberkelanjutan(Yupita dkk., 2023). Dengan menggunakan instrumen-instrumen sepertipengaturan suku bunga dan pengendalian inflasi, kebijakan moneter membantu menjagastabilitas harga, memungkinkan pelaku ekonomi untuk merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih baik. Dalam konteks ekonomi syariah, stabilitas harga juga pentinguntuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika syariah, seperti keadilan dan kestabilan,terjaga dalam proses pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter juga berdampak padadistribusi pendapatan dalam masyarakat. Ketika suku bunga dinaikkan secara signifikan,ini dapat menghambat akses terhadap modal bagi sektor-sektor ekonomi yang lebih rentan, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau sektor informal(Ardila Sari dkk.,t.t.).
Sebaliknya, kebijakan moneter yang lebih longgar dapat mendorongpertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan memfasilitasi akses terhadap kreditbagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang kurang mampu. Dalam ekonomi syariah,peran kebijakan moneter dalam distribusi pendapatan menjadi lebih penting karenaprinsip-prinsip keadilan ekonomi syariah menekankan perlunya memperhatikankesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi(Naeruz, t.t.). Dalamkebijakan moneter juga mempengaruhi investasi yang berkelanjutan dan pelestarianlingkungan. Dengan memberikan insentif keuangan yang sesuai, seperti suku bunga yanglebih rendah untuk investasi yang ramah lingkungan atau berbasis syariah, kebijakanmoneter dapat mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusipada pembangunan berkelanjutan(Solechah & Sugito, 2023).
Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip-prinsip lingkungan hidup yang terkandung dalam konsep "halal" dan "haram" juga harus dipertimbangkan dalammerumuskan kebijakan moneter yang mendukung pembangunan ekonomi yangberkelanjutan. Dengan demikian, peran kebijakan moneter dalam mendukungpembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi syariah, tidakhanya terbatas pada menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Kebijakanmoneter yang bijaksana dan berorientasi pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dapatmenjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secarakeseluruhan (Madubun dkk., 2023).
2 .6  Dasar Hukum dan Prinsip
Kebijakan moneter konvensional berlandaskan pada prinsip ekonomi liberal yang menekankan pada mekanisme pasar bebas dan pemanfaatan bunga sebagai instrumen utama dalam pengelolaan perekonomian. Dalam sistem ini, bank sentral mengatur suku bunga dengan tujuan untuk mencapai target inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Sebaliknya, kebijakan moneter syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yang secara tegas melarang riba (bunga) dan praktik-praktik yang dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah fokus pada penciptaan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan, serta mempromosikan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. (Nofrianto et al. 2021).

2 .7  Instrumen dan Praktik Pembiayaan
Dalam kebijakan moneter konvensional, instrumen seperti pinjaman berbunga, obligasi, dan surat berharga pemerintah menjadi bagian penting dalam mengelola likuiditas dan mempengaruhi suku bunga. Bank sentral menggunakan instrumen ini untuk menarik atau menambah uang yang beredar di pasar. Sementara itu, dalam kebijakan moneter syariah, instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah (kerjasama antara pemodal dan pengusaha) dan musyarakah (kemitraan) diutamakan. Ini memungkinkan kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan tanpa terlibat dalam praktik riba, sehingga menciptakan hubungan yang lebih adil dan saling menguntungkan. (Gani 2022).

2 .8  Penilaian Risiko dan Keputusan Investasi
Kebijakan moneter konvensional seringkali berfokus pada analisis risiko yang berbasis pada profitabilitas jangka pendek dan pengembalian investasi. Hal ini dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi tersebut. Sebaliknya, dalam kebijakan moneter syariah, keputusan investasi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak sosial, sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan pada perlindungan terhadap harta, jiwa, keturunan, akal, dan agama. Dengan demikian, kebijakan ini mendorong investasi yang lebih bertanggung jawab dan beretika. 
2 .9  Pengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial
Kebijakan moneter konvensional dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, terutama ketika kebijakan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti pemilik modal besar, sementara kelompok masyarakat yang lebih lemah tetap terpinggirkan. Di sisi lain, kebijakan moneter syariah memiliki tujuan yang lebih inklusif, berupaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan mendukung pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan moneter syariah berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata.  (Anon n.d.-b).

2.10  Hubungan dengan Lingkungan dan Etika Bisnis
Kebijakan moneter konvensional sering kali kurang memperhatikan dampak lingkungan dari keputusan investasi. Di banyak kasus, keuntungan jangka pendek dapat mengabaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, kebijakan moneter syariah menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong investasi yang ramah lingkungan. Kebijakan ini tidak hanya mengharuskan kepatuhan pada aturan syariah, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. (Anon 2019).

2.11  Ekonomi Hijau (Green Growth) dan PDB/PDRB Hijau
Dengan semakin tingginya semangat untuk mempertahankan kualitas lingkungan yang baik, maka bermunculanlah berbagai istilah yang mengandung makna telah memasukkan dimensi lingkungan ke dalam usaha atau kegiatan tertentu seperti istilah green building, green financing, green banking, green growth dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa pertimbangan lingkungan hidup sudah dimasukkan dalam berbagai tindakan dan kebijakan. Pertumbuhan ekonomi hijau (green growth) juga diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan atau pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon (CO2), karena CO2 termasuk salah satu dari gas rumah kaca yang menyelimuti bumi yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Kalau kita semua menghendaki pertumbuhan ekonomi hijau atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, maka alat ukur kinerja pembangunan yang tepat bukan PDB dan PDRB Konvensional atau Coklat, tetapi PDB dan PDRB Hijau seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; yaitu bahwa PDB dan PDRB yang sudah memperhitungkan dimensi lingkungan yang berupa deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan atau yang disebut PDB dan PDRB Hijau harus dikembangkan oleh setiap Pemerintahan baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. (Suparmoko 2020).

2.12  Integrasi Kebijakan Moneter dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan.
Integrasi kebijakan moneter adalah upaya menyelaraskan kebijakan moneter dengan agenda pembangunan berkelanjutan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam proses ini, kebijakan moneter tidak hanya difokuskan pada menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih luas(Aqidah dkk., 2022). Dampak utama dari integrasi kebijakan moneter terletak pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan moneter yang cerdas,pemerintah dapat memberikan insentif bagi investasi yang mendukung pembangunanberkelanjutan, seperti investasi dalam energi terbarukan, infrastruktur yang ramahlingkungan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya yang mempromosikan keberlanjutan.Dengan penyesuaian instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga, untukmerangsang investasi dalam sektor-sektor ini, pemerintah dapat mendorong pertumbuhanekonomi yang tidak hanya cepat tetapi juga berkelanjutan dari perspektif lingkungan(Jumario & Marianus, 2023).
Integrasi kebijakan moneter juga memiliki dampak yang signifikan terhadapdistribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Dengan memperhitungkan dampakdistribusi dari kebijakan moneter, seperti akses terhadap kredit dan kebijakan suku bunga,pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga bersifatinklusif dan merata. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan danmeningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan(Dayu dkk., t.t.). Di dalam konteksekonomi syariah, integrasi kebijakan moneter juga memastikan bahwa prinsip-prinsipkeadilan ekonomi syariah dipertimbangkan dalam distribusi pendapatan. Untegrasikebijakan moneter berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Dengan menyesuaikankebijakan moneter untuk memberikan insentif bagi investasi yang ramah lingkungan,pemerintah dapat mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau danberkelanjutan. Ini termasuk langkah-langkah seperti mengurangi subsidi untuk energifosil, memberikan insentif pajak untuk teknologi hijau, dan langkah lain yang merangsang inovasi dan investasi dalam perlindungan lingkungan. (Safitri et al. 2024)
3. Metodologi.
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam peran kebijakan moneter islam dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang relevan dengan topik tersebut. Sumber data utama penelitian ini berasal dari analisis literatur, termasuk referensi dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan studi kasus yang relevan dengan topik yang dibahas. Data-data ini diperoleh melalui tinjauan literatur sebelumnya dan juga pandangan beberapa ahli di bidang kebijakan moneter dan ekonomi syariah. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Verifikasi dilakukan dengan merujuk pada akreditasi jurnal atau indeks jurnal yang diakui untuk memastikan kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai peran kebijakan moneter islam dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam perspektif ekonomi syariah. 
4. Hasil dan Pembahasan
Sebelum membahas sistem moneter Islam, perlu dibahas sekilas tentang pandangan Islam terhadap uang, karena uang dan moneter memiliki hubungan yang sangat erat. Al-Ghazali memandang uang sebagai standar pengukuran (satuan) agar tidak terjadi kejahatan penipuan dan kecurangan. Uang menjadi solusi dari berbagai permasalahan dari sistem barter. Dinar dan dirham merupakan kekayaan paling utama daripada yang lainnya. Ia juga mempunyai pandangan bahwa uang adalah bebas nilai atau netral (Gustiani et al., 2010).
Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa uang merupakan standar nilai dan alat tukar, bukan suatu komuditi yang diperdagangkan. Uang harus proporsional dalam transaksi dimana harga ditetapkan. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa uang merupakan standar pengukuran dan penyimpan nilai. Menurutnya uang yang relatif stabil dan tidak mudah fluktuatif adalah uang emas dan perak. (Irawan et al. 2023) Sistem moneter Islam adalah sekumpulan aturan dan pedoman yang digunakan untuk mengatur keuangan dalam suatu negara (Rivai, 2009). Dalam setiap sistem keuangan tergantung pada satuan dasar keuangan yang digunakan apakah emas, perak, emas dan perak, atau fiat money.
Ada tiga perbedaan yang asasi dalan sistem moneter Islam dan konvensional (Ascarya et al., 2008). Pertama, sistem moneter konvensional menggunakan instrument bunga, sedangkan system moneter Islam menggunakan profit and loss sharing (PLS). Dalam PLS berlaku system win win solution, semua pihak dijamin keadilannya, tidak ada pihak-pihak yang menanggung kerugian secara tidak adil. Antara pemilik modal dan pengusaha membagi keuntungan dan menanggung kerugian secara Bersama-sama. (Irawan et al. 2023).
Kedua, pada sistem moneter konvensional terdapat cadangan fraksional bank. Dalam hal ini bank wajib menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana yang telah dihimpun. Oleh karena itu bank menciptakan jenis lain dari fiat money, berupa demand deposits dan uang elektronik. Sistem ini dapat memberikan keuntungan seigniorage yang tidak adil. Sedangkan pada sistem ekonomi Islam, dengan sistem serratus persen cadangan bank, maka tidak ada opportunity bagi bank untuk membuat uang baru, karena bank harus menyimpan semua dana cadangannya di bank sentral. Sedang untuk pembiayaan, bank hanya dapat menyalurkannya maksimum sesuai simpanan awal saja. Karena itu bank tidak menciptakan daya beli baru yang tidak adil, dan terhindar dari riba. (Irawan et al. 2023).
Ketiga, penggunaan uang fiat yang nilainya tidak sama dengan nilai nominalnya. Menerbitkan uang fiat berarti menciptakan daya beli baru dari sesuatu yang tidak ada dan dapat memberikan keuntungan yang tidak adil. Berbeda dengan uang emas dan perak yang berlaku dalam Islam, tidak terdapat berbedaan nilai pada intrinsik dan nominalnya. (Irawan et al. 2023) Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya mempertahankan kegiatan membangun secara terus menerus. Hal yang dapat menjamin terpeliharanya kegiatan membangun adalah tersedianya sumber daya secara berkelanjutan untuk melaksanakan pembangunan. Jika dikaitkan dengan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya maka konteksnya adalah upaya pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan (kesejahteraan manusia), sedemikian rupa sehingga laju (tingkat) pemanfaatan tidak melebihi daya dukung (carrying capacity) sumber daya tersebut untuk menyediakannya. Dengan kata lain keberlanjutan pemanfaatan sumber daya sangat ditentukan oleh tingkat pemanfaatan sumber daya tersebut yang tidak melebihi daya dukungnya (carrying capacity) (Cahyani 2020).
Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk meminimalisasi dampak negatif dari pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup. Konsep tersebut berkaitan erat dengan bagaimana cara untuk mewujudkan keadilan bagi satu generasi maupun antar generasi (Cahyani 2020).
 Dalam ekonomi Islam kemerataan menjadi penting, harta yang tidak boleh dinikmati hanya segelintir orang saja. Tetapi upaya harta terus berputar dan bisa didistribusikan melalui kegiatan ekonomi, agar semua orang punya peluang yang sama untuk mencapai kesajahteraan ekonomi. Kesejahteraan yang dikehendaki dalam ekonomi Islam ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yang saat ini juga menjadi tujuan pembangunan secara global. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan dan 169 pencapaian sesuai dengan ketentuan PBB.(Cahyani 2020).
Negara-negara yang sudah menerapkan SDGs.
4.1  Jerman.
Jerman menggunakan strategi pembangunan berkelanjutan yang komprehensif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Strategi ini mencakup berbagai kebijakan dan investasi yang mendukung transformasi ekonomi hijau dan perlindungan iklim. Salah satu langkah konkret adalah alokasi dana sebesar 57 miliar euro untuk investasi infrastruktur hijau pada tahun 2024. Dana ini akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek seperti renovasi gedung agar lebih ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan, dan perluasan jaringan transportasi berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk mencapai target "nol emisi" gas rumah kaca pada tahun 2045. (Deutsche Welle 2023).
Selain itu, Jerman telah mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke dalam Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional mereka sejak tahun 2016. Strategi ini menekankan pentingnya keadilan antar generasi, kualitas hidup, kohesi sosial, dan tanggung jawab internasional. Pemerintah Jerman berkomitmen untuk terus memperbarui dan mengimplementasikan strategi ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jerman berupaya memastikan bahwa kebijakan moneter dan fiskal mereka selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui investasi yang mendukung transformasi hijau dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (Government 2022).
4.2 China.
China menerapkan berbagai kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bank Rakyat China (PBoC) memainkan peran penting dengan menerapkan kebijakan moneter yang hati-hati dan efektif, termasuk pemotongan suku bunga dan penurunan rasio cadangan kas bank untuk meningkatkan likuiditas pasar. Langkah-langkah ini bertujuan mendukung ekonomi riil dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti manufaktur maju dan industri baru yang strategis. (Alviansyah Pasaribu 2023).
Selain itu, China berupaya memperkuat peran mata uangnya, Yuan, dalam transaksi internasional melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan pembentukan infrastruktur keuangan global seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Langkah-langkah ini bertujuan menawarkan alternatif terhadap sistem keuangan yang didominasi oleh Dolar AS dan lembaga-lembaga keuangan Barat.  melalui kombinasi kebijakan moneter yang adaptif dan inisiatif strategis, China berupaya memastikan bahwa sistem keuangannya mendukung pencapaian SDGs dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (kompasiana 2024).
4.3 India
India telah mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Salah satu langkah penting adalah peluncuran Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), program inklusi keuangan terbesar di dunia. Melalui PMJDY, pemerintah India telah mendistribusikan dana sebesar INR 1,6 triliun (sekitar USD 25 miliar) kepada 329 juta penerima manfaat melalui Transfer Manfaat Langsung (DBT). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi program pemerintah dan memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata. (Asiva Noor Rachmayani 2015).
Selain itu, India telah mengembangkan Indeks SDG India untuk memantau kemajuan dalam mencapai SDGs. Indeks ini mencakup 17 tujuan dan 169 target, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.  Melalui kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi, India berupaya memastikan bahwa alokasi sumber daya mendukung pencapaian SDGs, dengan fokus pada inklusi keuangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.(Anon n.d.-a).
4.4 Indonesia.
Indonesia menerapkan berbagai kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bank Indonesia (BI) berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi digital. Salah satu inisiatifnya adalah memperkuat kolaborasi antara otoritas moneter dan sektor keuangan melalui transisi dari sistem konvensional ke arah digitalisasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, yang sejalan dengan pencapaian SDGs. (universitas indinesia 2023).
Selain itu, pemerintah Indonesia mendorong inovasi pendanaan untuk SDGs melalui berbagai instrumen keuangan. Salah satu upayanya adalah penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan, yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan menghindari praktik "SDG washing" atau "greenwashing" dan memastikan bahwa pendanaan yang dihimpun benar-benar digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung pencapaian SDGs. melalui kombinasi kebijakan moneter yang adaptif dan inovasi pendanaan, Indonesia berupaya memastikan bahwa sistem keuangannya mendukung pencapaian SDGs dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Purwowidhu 2024).
Bank syariah sebagai lembaga intermediari penghimpun dan penyaluran dana, dapat berkontribusi untuk SDGs (Soemitra, 2018). Melalui pembiayaan produktif yang dimiliki bank syariah dapat membantu nasabah untuk mendapatkan modal usaha dengan akad bagi hasil, khususnya untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah.Selanjutnya melalui Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) dapat berkontribusi untuk SDGs. Dari berbagai produk IKNB Syariah masyarakat dapat memperoleh akses keuangan yang berbasis syariah dengan mudah, msyarakat dapat memperoleh penambahan modal dan menggunakan akses investasi.(Cahyani 2020).
Peran lembaga sosial dalam menghipun dan sosial zakat, infaq, shadaqah,wakaf dan instrumen dan sosial lainnya sangat mendukung untuk terwujudnya SDGs.Melalui lembaga sosial pendistribusian kekayaan dapat tercapai, bagian upaya untukmengatasi kemiskinan, serta pemerataan pedapatan. Wujud adanya kepeduliankepada sesama ummat manusia. Ekonomi Islam dengan seperangkatnya khususnya lembaga keuangan ekonomi Islam memiliki kesamaan dengan SDGs untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.(Cahyani 2020).
Kesimpulan
Kebijakan sistem  moneter Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Prinsip-prinsip utama seperti keadilan distributif, larangan bunga (riba), dan pengelolaan zakat dan wakaf mendorong inklusi ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sistem ini menekankan transaksi berdasarkan aset riil, yang mengarah pada stabilitas keuangan dan mengurangi risiko spekulatif yang umum dalam sistem ekonomi tradisional.
Integrasi kebijakan keuangan Islam ke dalam SDGs akan memerlukan penguatan sektor keuangan berbasis Syariah, termasuk melalui sukuk hijau  untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan,  dan melalui penciptaan lembaga keuangan baru untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan publik dan perlindungan sosial. Hal ini dapat dapat dicapai dengan mengoptimalkan Zakat dan Wakaf demi kebaikan bersama. Kesehatan. Dengan  kebijakan yang tepat, sistem ekonomi moneter Islam dapat menjadi alat strategis untuk mencapai pembangunan  yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Namun, keberhasilan akan memerlukan komitmen  pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat luas, serta sinergi  kebijakan moneter dan fiskal berbasis Syariah dengan tujuan pembangunan global. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan memiliki potensi  besar untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan teknologi.
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